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ABSTRAK:  

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU 
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 139/PID.SUS/2011/PN.BL Ini 
Memiliki Tujuan Untuk (1) Mengetahui Peran Penuntut Umum Selaku Eksekutor Pidana Mati 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika; Dan (2) Mengetahui Faktor Penyebab Sulitnya 
Melaksanakan Eksekusi Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. 

Metode Pendekatan Yang Digunakan Adalah Metode Kualitatif Dengan Spesifikasi 
Deskriptif Analitis. Data Dikumpulkan Melalui Studi Kepustakaan Dan Wawancara. 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Menunjukan Bahwa Pelaksanaan Pidana Mati Yang 
Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Boyolali Dilakukan Dengan Ditembak Sampai Mati. 
Penundaan Waktu Eksekusi Pidana Mati Atas Terdakwa Tranch Thi Bich Hanh Karena 
Terpidana Masih Diberikan Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum, Sehingga Hal Tersebut 
Menyebabkan Lamanya Putusan In Kracht. Pidana Mati Hanya Bisa Dilaksanakan Terhadap 
Tindak Pidana Yang Sudah Dijatuhi Putusan In Kracht Atau Sudah Tidak Ada Upaya Hukum 
Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dan Penasihat Hukumnya. Alasan Lain Terkait Penundaan 
Eksekusi Pidana Mati, Karena Adanya Kajian Komprehensif Oleh Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Umum (Jampidum) Bersama Kepolisian, Kementrian Luar Negeri Dan Kementrian 
Hukum Dan HAM. Terkait Hambatan Internal Maupun Eksternal Yang Ditemui Berupa 
Tenggang Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dan Perbedaan Penggunaan Bahasa Yang 
Digunakan Dalam Berkomunikasi. 

Kata Kunci: Penuntut Umum, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika, Putusan. 

ABSTRACT: 

THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN THE IMPLEMENTATION OF DEATH CRIMINAL 
AGAINST NARCOTICS CRIMINAL (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 
139/PID.SUS/2011/PN.BL It has the aims of (1) Knowing the role of the Public Prosecutor as 
Executor of Death Penalty Against Narcotics Crime Offenders; And (2) Knowing the Factors 
Causing the Difficulty of Carrying out the Execution of the Death Penalty Against Narcotics 
Offenders. 

The Approach Method Used Is A Qualitative Method With Analytical Descriptive 
Specifications. Data Collected Through Literature Study and Interview. 

The results of the research and discussion show that the implementation of the death 
penalty handed down by the Boyolali District Court was carried out by being shot to death. 
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Postponement of the Death Penalty Execution Time for the Defendant Tranch Thi Bich 
Hanh Because the convict was still given the right to take legal action, so this caused a 
lengthy decision in Kracht. Death Penalty Can Only Be Executed Against Crimes That Have 
Been Sentenced In Kracht Or There Has Been No Legal Remedies Taken By The Convict And 
His Legal Counsel. Another reason related to the postponement of the execution of death 
penalty is due to the existence of a comprehensive study by the Junior Attorney General for 
General Crimes (Jampidum) with the Police, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry 
of Justice and Human Rights. Related to Internal and External Barriers Encountered in the 
Form of Death Penalty Execution Deadlines and Differences in the Use of Language Used in 
Communication. 

Keywords: Public Prosecutor, Death Penalty, Narcotics Crime, Verdict. 

 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG   

Seiring Majunya Perkembangan Jaman Di Indonesia, Semakin Banyak Pula 
Kriminalitas Dalam Masyarakat. Perkembangan Ini Membawa Dampak Pada Kehidupan 
Sosial Di Masyarakat, Dilain Sisi Juga Membawa Dampak Timbulnya Berbagai Bentuk 
Kejahatan. Kejahatan Dalam Yuridis Adalah Perbuatan In-Abstacto Dalam Perbuatan 
Pidana, Pidana Pada Hakikatnya Mempunyai Tujuan Untuk Mempengaruhi 
(Gedragsbeinvloeding) Dan Sebagai Penyelesaian Konflik (Conflictoplossing)1. Kejahatan 
Merupakan Suatu Abstraksi Mental Dan Oleh Karena Itu Jika Dilihat Sebagai Suatu 
Penamaan Perwujudan Yang Relative, Konotasi Mengenai Perwujudan Yang Relative 
Berakar Pada Dan Oleh Karena Itu Bergantung Dari Hasil Proses Atau Interaksi Dalam 
Wadah Nilai-Nilai Sosial, Budaya, Dan Structural Masyarakat Yang Bersangkutan Seperti 
Kebijakan Penguasa Yang Berpihak, Penegakan Hukum Yang Tidak Adil Hingga Undang-
Undang Yang Buruk2. Abdulsyani Dalam Bukunya Berpendapat Bahwa:  

Terdapat Dua Sumber Penyebab Terjadinya Tindakan Kriminal, Yaitu Sumber 
Pertama Adalah Faktor Intern Seperti Sakit Jiwa, Daya Emosional, Rendahnya 
Mental, Anomi, Seks, Kedudukan Individu Dalam Masyarakat, Pendidikan Individu, 
Masalah Hiburan Individu. Sedangkan Faktor Ekstern, Yaitu Bersumber Dari Luar 
Diri Individu Seperti Faktor Ekonomi, Agama, Bacaan Dan Film3. 

Penyalahgunaan Narkotika Yang Terjadi Di Indonesia Saat Ini Sudah Sangat 
Memprihatinkan. Menurut Veronica Colondam, Penyalahgunaan Terhadap Berbagai 
Obat-Obatan Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Yakni Daftar Obat Yang Masuk Pada 
Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika. Penyalahgunaan Narkoba Akan 
Berkonsekuensi Dengan Hukum, Lantaran Penyalahgunaan Akan Memberikan Dampak 
Pada Perubahan Mental, Kecanduan Dan Perilaku.4. 

 
1 Muladi dan Barwa Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. 1, Bandung: Alumni, 

hlm. 9. 
2  J. E. Sahetapy, 1984, Pisau Analisa Kriminologi, Bandung: Armico, hlm.  13. 
3  Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Cet.1, `Bandung: CV. Remadja Karya, hlm. 44-47. 
4  Suisno, 2016, Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2008, Jurnal Indepent, Vol. 5 No. 5, hlm. 74 
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   Dampak Dari Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Jelas Sangat 
Merugikan Dan Membahayakan Kehidupan Masyarakat, Bangsa, Dan Negara, Apabila 
Disalahgunakan Atau Digunakan Tanpa Pengendalian Dan Pengawasan Yang Ketat Dan 
Saksama. Penuntutan Terhadap Perkara Narkotika Untuk Kepentingan Pembuktiannya, 
Pihak-Pihak Terkait Terlebih Dahulu Melakukan Penyitaan Terhadap Barangbarang Bukti 
Yang Dapat Dijadikan Dasar Penuntutan Di Sidang Pengadilan5. 

Kejaksaan Berperan Penting Dalam Melakukan Penuntutan Di Sidang Pengadilan 
Dalam Kasus Narkotika Untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa Dalam Persidangan. 
Apabila Terjadi Kesalahan Dalam Menentukan Bukti-Bukti Yang Tidak Cukup, Dapat 
Mangakibatkan Bebasnya Terdakwa Dari Segala Tuntutan. Apabila Tidak Memenuhi 
Unsur Yang Disebutkan Dalam Pasal 183 KUHAP Maka Pengambilan Pengambilan 
Keputusan Hakim Dalam Persidangan Mengakibatkan Kekaburan Sehingga Dapat 
Berdampak Terhadap Penghukuman Terdakwa. Keadaan Demikian Dapat Diakibatkan 
Apabila Penuntutan Tidak Dilaksanakan Dengan Memenuhi Bukti-Bukti Yang Cukup6. 

Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistim Peradilan Pidana (SPP), Kejaksaan 
Merupakan Salah Satu Unsur Penting Dalam Penegakan Hukum Khususnya Di Bidang 
Penuntutan Secara Litigasi Yang Berarti Penegakan Hukum Dimulai Dari Proses 
Penangkapan, Penahanan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Serta 
Diakhiri Dengan Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan7. 

Tran Thi Bich Hanh Salah Satu Dari 55 Orang Terpidana Narkoba Yang Mendapat 
Vonis Hukuman Mati Sepanjang Tahun 2015. Seluruh Terpidana Divonis Mati Karena 
Memiliki Peran Penting Dalam Kasus Penyalahgunaan Narokotika Di Indonesia. Dari 55 
Orang Tersebut Sebanyak Empat Orang Mengajukan Banding, 14 Orang Mengajukan 
Kasasi, Sembilan Orang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK), Empat Orang Mengajukan 
Grasi, Dan 10 Orang Belum Menentukan Sikap PK Atau Grasi8. Badan Narotika Nasional 
(BNN) Mencatat Bahwa PK Dan Grasi Yang Diajukan 14 Orang Terpidana Mati Ditolak 
Pengadilan Karena Dianggap Melewati Batas Waktu9. 

Peranan Lembaga Pemerintahan Khususnya Kejaksaan Sebagai Satu-Satunya 
Lembaga Instansi Pelaksana Putusan Pidana Mempunyai Kendala Dalam Melaksanakan 
Eksekusi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL, Untuk Itu Diperlukan Analisa Yang 
Mendalam Tentang Kendala Apa Sajakah Yang Dialami Oleh Jaksa Selaku Eksekutor 
Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL. Penegak Hukum Dalam Menegakan Hukum 
Harus Mengacu Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Tidak Mengesampingkan 
Keadilan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Masyarakat.  

 
5  Chainur Arrasyid, Mahmud Mulyadi, Syafruddin S. Hasibuan, 2016, Peran Kejaksaan dalam 

Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika, USU Law Jurnal, Vol.4 No.3, hlm. 15, Online, 
Internet: WWW: https://media.neliti.com/media/publications/164843-ID-peranan-kejaksaan-dalam-
melakukan-penunt.pdf.  

6  Ibid. 
7  Ibid. 
8  Joko Panji Sasongko, 2015, Hukuman Mati 55 Orang di 2015 karena Narkoba, CNN Indonesia, Online, 

Internet, WWW: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151227143025-12-100547/hakim-vonis-
mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba.  

9  Ibid. 

https://media.neliti.com/media/publications/164843-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-penunt.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/164843-ID-peranan-kejaksaan-dalam-melakukan-penunt.pdf
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151227143025-12-100547/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151227143025-12-100547/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba
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Kejaksaan Memiliki Peranan Penting Dalam Tatanan Hukum Di Negara Ini, 
Kejaksaan Merupakan Lembaga Pemerintahan Yang Berfungsi Sebagai Pelaksana 
Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Terhadap Suatu Tindak Pidana. Tatkala 
Penuntutan Tindak Pidana Narkotika, Terdapat Penjatuhan Putusan Berupa Pidana Mati. 
Pidana Mati Merupakan Keputusan Hakim Untuk Menyiksa Pelaku Tindak Pidana Yang 
Telah Melanggar Hukum Dengan Menghilangkan Nyawa Dari Pelaku Sesuai Ketentuan 
Peraturan Yang Berlaku.  

Pidana Mati Sebagai Pandangan Kriminologis Sebagai Alat Penting Untuk 
Penerapan Yang Baik Dari Sistem Hukum Pidana, Jangankan Hakim Siapapun Dapat Saja 
Melakukan Kekeliruan Tetapi Kekeliruan Hakim Tersebut Dapat Diatasi Dengan Adanya 
Mengajukan Upaya Hukum Biasa Hingga Luar Biasa. Pidana Mati Dipandang Bermanfaat 
Sehingga Dijadikan Alat Oleh Penguasa Agar Norma Hukum Dipatuhi Tindakan Yang 
Dilakukan Pelaku Telah Melewati Batas Kewajaran Dan Melanggar Kemanusiaan. 
Sebagaimana Yang Tercantum Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 
Menyatakan Bahwa “Seluruh Warga Negara Bersama Kedudukannya Di Dalam Hukum 
Dan Pemerintahan Serta Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak 
Ada Pengecualian” Dalam Hal Menegakan Keadilan Dimana Persamaan Kedudukan 
Dimana Hukum Sebagai Satu Entitas Tidak Membedakan Siapapun Yang Meminta 
Keadilan, Seperti Yang Tertuang Dalam Penjelasam Umum KUHAP Angka 3 Huruf A 
Tentang Asas Equality Before The Law Bahwa “Perlakuan Yang Sama Atas Diri Setiap 
Orang Dimata Hukum Dengan Tidak Mengadakan Perbedaan Perlakuan”. Faktanya 
Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terdapat Berbagai Penghambat Seperti Pidana Mati 
Tidak Berprikemanusiaan Dan Pidana Mati Mengundang Belas Kasihan Dari Rakyat Dan 
Kepala Negara. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalahnya dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku 
tindak pidana narkotika? 

2. Apa faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap 
pelaku tindak pidana narkotika? 

B. METODE PENELITIAN  (optional) 

Agar Dapat Menghasilkan Karya Ilmiah Yang Tepat Dan Teruji Kebenarannya 
Peneliti Harus Mendasarkan Penelitiannya Pada Penelitian Hukum. Peniliti Juga Harus 
Berpedoman Pada Suatu Metodelogi Yang Tepat. H. Abdurrahman Soejono Dalam 
Bukunya: Metode Penelitian Hukum Mengatakan Bahwa “Bahan Penelitian Hukum 
Merupakan Suatu Kegiatan Ilmiah Yang Berdasarkan Pada Metode, Sistematika Dan 
Pemikiran Tertentu Yang Bertujuan Untuk Mempelajari Sesuatu Atau Beberapa Gejala 
Hukum Tertentu, Dengan Jalan Menganalisanya”10. 

1. Metode Pendekatan 

 
10  H. Abdurrahman Soejono, 1999, Metode Penilitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 110. 
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Berdasarkan Dengan Rumusan Masalah Dan Tujuan Dari Penelitian Ini, Maka 
Penelitian Ini Masuk Dalam Ranah Penelitian Kualitatif. Berdasarkan Hal Tersebut 
Maka Metode Pendekatan Yang Digunakan Adalah Metode Kualitatif Yang 
Menerangkan Proses Pemahaman Peneliti Atas Perumusan Masalah Untuk 
Mengkontruksikan Sebuah Gejala Hukum Yang Kompleks11. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Penelitian Yang Digunakan Adalah Menggunakan Deskriptif Analitis. 
Penelitian Dengan Menggunakan Deskriptif Analitis Ini Akan Memberikan Gambaran 
Atau Penjelasan Secara Konkrit Yang Berkaitan Dengan Peran Jaksa/Penuntut Umum 
Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Markotika (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL) Berdasarkan Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berlaku. 

3. Objek Penelitian 

Objek Penelitian Ini Adalah Seluruh Informasi Yang Berkaitan Dengan Peran 
Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Markotika 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL). Adapun Elemen-Elemen Yang 
Akan Diteliti Oleh Penulis Dapat Diuraikan Sebagai Berikut: 

a. Kejaksaan Negeri Kota Boyolali; 

b. Eksekutor Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Metode Ini Digunakan Supaya Mendapat Data Sekunder, Data Sekunder 
Yaitu Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Yang Diambil Dari Studi Pustaka. Data 
Sekunder Dibagi Menjadi Tiga Yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer Adalah Bahan Hukum Yang Terdiri Dari Peraturan 
Perundang-Undangan, Risalah Resmi, Serta Putusan Pengadilan Dan Dokumen 
Resmi Negara12. Bahan Hukum Primer Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini 
Yaitu Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Peran 
Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana 
Markotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL) Adalah: 

 
11 Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katholik 

Soegijapranata, hlm. 7. 
12    Ibid., hlm. 8.  
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(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

(d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia; 

(e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 

(f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan 
Penggolongan Narkotika. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder Adalah Bahan Hukum Yang Menjelaskan Bahan 
Hukum Primer Berupa: Hasil Penelitian, Buku-Buku Teks, Jurnal Ilmiah, Surat 
Kabar, Pamphlet, Brosur Dan Kabar Media Internet. Penelitian Ini Bahan Hukum 
Sekunder Yang Digunakan Diantaranya Yakni Hasil Karya Ilmiah, Laporan 
Penelitian, Hasil Pemikiran Yang Tercantum Pada Makalah Yang Berkaitan 
Dengan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 201813. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier Yang Digunakan Adalah Bahan-Bahan Untuk 
Menjelaskan Tentang Bahan Hukum Primer Dan Sekunder. Bahan Hukum 
Tersier Yang Digunakan Penelitian Ini Yaitu Kamus Hukum, Kamus Bahasa 
Indonesia, Dan Website Bila Dibutuhkan Saat Melaksanakan Penelitian14. 

b. Wawancara 

Dilaksanakan Untuk Mendapat Data Primer Melalui Wawancara, Wawancara 
Adalah Serangkaian Proses Pertemuan Terhadap Kedua Belah Pihak Dengan 
Proses Interaksi Dan Komunikasi Untuk Memperoleh Informasi. Hasil Wawancara 
Tersebut Akan Ditentukan Kualitasnya Oleh Beberapa Faktor Yang Saling Kuat 
Mempengaruhi Dan Berkaitan Satu Sama Lainnya15. Wawancara Dilaksanakan 
Secara Mendalam Dengan Kasubsi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali 
Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H Yang Memiliki Kewenangan Dalam Pelaksanaan 
Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL.). 

 
13   Ibid., hlm. 9-10. 
14   Ibid., hlm. 10. 
15  Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161. 
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5. Metode Teknik Pengolahan Dan Penyajian Data   

Data Dari Peneliti Yang Telah Diteliti Dan Telah Diolah, Diperiksa, Dipilih 
Nantinya Akan Menghasilkan Data Yang Relevan, Data Yang Relevan Ini Yang Akan 
Dijadikan Sebagai Bahan Analisis Dan Data Yang Tidak Relevan Kebenarannya Akan 
Diabaikan. Data Yang Relevan Ini Akan Berguna Untuk Menjawab Rumusan Masalah 
Dalam Penelitian. Selanjutnya, Data Yang Sudah Relevan Ini Akan Disusun Secara 
Sistematis Ke Dalam Bentuk Laporan Penelitian Yang Nantinya Akan Bisa Dijadikan 
Kedalam Bentuk Tugas Akhir. 

6. Metode Analisa Data 

Metode Analisis Data Yang Digunakan Yaitu Dengan Cara Normatif Dimana 
Peneliti Akan Menginterpretasikan Rumusan Masalah Berdasarkan Pada Pengertian 
Hukum, Norma Hukum, Teori Hukum Serta Doktrin Yang Berkaitan. Jika Penelitian 
Dilakukan Secara Normatif, Maka Analisis Juga Dilakukan Dengan Cara Kualitatif 
Dimana Teknik Ini Tidak Menggunakan Angka Perhitungan Statik Atau Matematis 
Tetapi Lebih Kepada Interpretasi. 
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PEMBAHASAN  

Berdasarkan Peran Penuntut Umum Selaku Eksekutor Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Narkotika, Maka Dibawah Ini Akan Dijelaskan Yang Sebagai Berikut: 

1. Peran Dan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati 

Terkait Dengan Peran Penuntut Umum Selaku Eksekutor Pidana Mati Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL Dalam Hal Ini 
Penulis Mencoba Mengeksplorasi Dengan Melakukan Wawancara Dengan Kepala Sub 
Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali. Bapak Wisnu Jati 
Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri 
Boyolali Beliau Mengemukakan Peran Dan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan 
Eksekusi Pidana Mati Yang Meliputi: 

1) Jaksa Memberikan Nasihat Perihal Pertimbangan-Pertimbangan    Kepada Kapolda 
Jawa Tengah Dan Bersama-Sama Menentukan Waktu Dan Tempat Pelaksanaan 
Pidana Mati; 

2) Menunggu Waktu Pelaksanaan Pidana Mati, Terpidana Ditahan Dalam   Penjara   Atau   
Di   Tempat Lain Yang Khusus Ditunjuk Oleh Jaksa   Tinggi/Jaksa. Jadi, Ketika Putusan 
Inkracht Dijatuhkan Oleh Pengadilan, Pengadilan Kembali Menyerahkan Terpidana 
Kepada Jaksa Yang Bertanggung Jawab Untuk Ditahan; 

3) Sebelum Eksekusi Dilakukan, Jaksa Tinggi/Jaksa Akan Memberitahukan Kepada 
Terpidana Tentang Rencana Hukuman Mati. Setelah Waktu Eksekusi Pidana Mati 
Ditetapkan Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Maka Terpidana Harus Diberitahu 
Mengenai Rencana Waktu Hukuman Mati; 

4) Terpidana Apabila Hendak Mengemukakan Sesuatu, Maka Keterangannya Bisa 
Disampaikan Kepada Jaksa Tinggi/Jaksa. Sebelum Dieksekusi Mati, Terpidana 
Diberikan Kesempatan Untuk Menyampaikan Suatu Keterangan, Pesan Atau 
Permitaan. Hal Tersebut Disampaikan Terpidana Kepada Jaksa Tinggi/ Jaksa Yang 
Bertanggung Jawab; 

5) Jaksa Tinggi/Jaksa Yang Bertanggungjawab Dapat Memerintahkan Supaya Terpidana 
Diikat Tangan Serta Kakinya Ataupun Diikat Di Sandaran Yang Khusus Dibuat Untuk 
Itu. Terpidana Mati Ketika Dieksekusi, Terpidana Dapat Meminta Untuk Menjalani 
Pidana Secara Berdiri, Duduk Atau Berlutut. Mata Terpidana Ditutup Dengan Sehelai 
Kain, Kecuali Terpidana Tidak Menghendakinya. Lalu Jika Dirasa Perlu, Jaksa Yang 
Bertanggung Jawab Dapat Memerintahkan Supaya Terpidana Diikat Tangannya Serta 
Kakinya Ataupun Diikat Disandaran Yang Khusus Dibuat Untuk Itu.  Hal Ini Dilakukan 
Untuk Menghindari Hal-Hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Terpidana Menghindar Saat 
Dilakukan Penembakan; 

6) Setelah Terpidana Siap Ditembak, Regu Penembak Dengan Senjata Sudah Terisi 
Menuju Ke Tempat Yang Ditentukan Oleh Jaksa Tinggi/Jaksa.  Jaksa Mengarahkan 
Regu Penembak Yang Telah Disiapkan Oleh Pihak Kepolisian Dari Brimob Yang Sudah 
Siap Lengkap Dengan Senjata Yang Sudah Terisi Untuk Menuju Ke Tempat Eksekusi. 
Tempat Eksekusi Ini    Ditentukan Oleh Jaksa Tinggi/ Jaksa Yang Bertanggung Jawab. 

7) Jenazah Diserahkan Kepada Keluarganya Atau Sahabat Terpidana, Kecuali Jika 
Berdasarkan Kepentingan Umum Jaksa Tinggi/Jaksa Yang Bertanggungjawab Dapat 
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Memutuskan Tindakan Lain. Jaksa Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Terpidana 
Sampai Selesai Dieksekusi. Sehingga Penyerahan Jenazah Hingga Penguburan 
Ditentukan Oleh Jaksa Mengenai Siapa Yang Akan Bertanggung Jawab   Selanjutnya 
Terhadap Jenazah Terpidana Itu16. 

2. Mekanisme Penyiapan Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Narkotika 

Mekanisme Pelaksanaan Mengenai Penyiapan Dokumen Administrasi Hukuman 
Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 
139/Pid.Sus/2011/PN.BI, Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan 
Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan: 

1) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali; 

2) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; 

3) Keputusan Presiden Tentang Penolakaan Grasi; 

4) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan; 

5) Surat Pemberitahuan Kepada Terpidana Hukuman Mati/Keluarga Terpidana 
Mati/Penasehat Hukum Terpidana Mati/Kedutaan Besar Vietnam;  

6) Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati (BA-9); 

7) Berita Acara Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati; 

8) Berita Acara Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati;  

9) Berita Acara Pengambilan Terpidana Mati; 

10) Berita Acara Permintaan Terakhir Terpidana Mati; 

11) Berita Acara Pendampingan Rohaniawan; 

12) Berita Acara Penyerahan Jenazah Terpidana Mati Untuk Diautopsi; Dan 

13) Berita Acara Penyerahan Jenazah Terpidana Mati Untuk Dikremasi17. 

Mekanisme Pelaksanaan Mengenai Penyiapan Pelaksanaan Hukuman Mati 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 
139/Pid.Sus/2011/PN.BI, Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan 
Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan: 

“Penyiapan Pelaksanaan Yakni, Tim Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Kejaksaan 
Tinggi Melakukan Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait Yakni, Polda Jawa 
Tengah, Kementerian Hukum Dan Ham Wilayah Jawa Tengah, Kementerian Luar 
Negeri, Kedutaan Besar Vietnam, Kementerian Agama Wilayah Profinsi Jawa 
Tengah, Lembaga Permasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang, Dinas Pendidikan 
Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Langsung Ke Lembaga 
Permasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang Untuk Menyampaikan Keputusan 
Presiden Nomor: 29/G Tahun 2014 Tertanggal 30 Desember 2014 Tentang 

 
16  Wawancara dengan Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H, Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana 

Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, pada hari rabu tanggal 28 September 2022, jam 13.45 Wib.  
17  Ibid. 
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Penolakan Permohonan Grasi Atas Nama Terpidana. Melakukan Gladi Bersih 
Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati, Melakukan Eksekusi Pidana Mati Terhadap 
Terpidana Dengan Cara Ditembak Oleh Regu Penembak Brimob Polda Jawa 
Tengah”18.  

Penyiapan Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Dengan 
Berkoordinasi Dengan Kepala Kepolisian Polda Jawa Tenga Diatur Dalam Pasal 3 
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan 
Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan 
Militer Berbunyi: 

(1) Kepala Kepolisian Komisariat Daerah Tempat Kedudukan Pengadilan Tersebut 
Dalam Pasal 2, Setelah Mendengar Nasehat Dari Jaksa Tinggi/Jaksa Yang 
Bertanggungjawab Untuk Pelaksanaannya, Menentukan Waktu Dan Tempat 
Pelaksanaan Pidana Mati; 

(2) Jika Dalam Penentuan Waktu Dan Tempat Itu Tersankut Wewenang Kepala 
Kepolisian Komisariat Daerah Lain, Maka Kepala Kepolisian Komisariat Daerah 
Tersebut Dalam Ayat (1) Merundingkannya Dengan Kepala Polisi Komisariat 
Daerah Lain Itu; 

(3) Kepala Kepolisian Komisariat Daerah Tersebut Dalam (1) Bertanggungjawab 
Ata Keamanan Dan Ketertiban Sewaktu Pelaksanaan Pidana Mati Dan 
Menyediakan Tenaga-Tenaga Serta Alat-Alat Yang Diperlukan Untuk Itu. 

Penuntut Umum Memilih Regu Tembak Dalam Melaksanakan Hukuman Mati 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait, Putusan Nomor: 
139/Pid.Sus/2011/PN.BL, Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan 
Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan: 

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Untuk Pelaksanaan 
Pidana Mati, Kejaksaan Memberikan Surat Kepada Kapolda Jawa Tengah Perihal 
Persiapan Eksekusi Pidana Mati, Selanjutnya Kapolda Jawa Tengah Yang 
Bertanggungjawab Membentuk Sebuah Regu Penembak Yang Terdiri Dari 
Seorang Bintara (Brigadir-Sekarang), 12 Orang Tamtama Dibawah Pimpinan 
Seorang Perwira, Semuanya Dari Brigade Mobile (Brimob POLRI). Khusus Untuk 
Melaksanakan Tugasnya Ini, Regu Penembak Tidak Mempergunakan Senjata 
Organiknya. Regu Penembak Ini Dibawah Perintah Jaksa Tinggi/Jaksa Sampai 
Selesainya Pelaksanaan Pidana Mati”19. 

Melakukan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Terpidana Dengan Cara Ditembak Oleh 
Regu Penembak Brimob Polda Jawa Tengah Diatur Dalam Pasal 10 Penetapan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Yang 
Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Berbunyi: 

(1) Untuk Pelaksanaan Pidana Mati Kepala Kepolisian Komisariat Daerah 
Tersebut Dalam Pasal 3 Ayat (1) Membentuk Sebuah Regu Penembak Yang 
Terdiri Dari Seorang Bintara, Dua Belas Orang Tamtama, Di Bawah Pimpinan 
Seorang Perwira, Semuanya Dari Brigade Mobile; 

 
18  Ibid.  
19  Ibid. 
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(2) Khusus Untuk Pelaksanaan Tugasnya Ini, Regu Penembak Tidak 
Mempergunakan Senjata Organiknya; 

(3) Regu Penembak Ini Berada Di Bawah Perintah Jaksa Tinggi/Jaksa Tersebut 
Dalam Pasal 4 Sampai Selesainya Pelaksanaan Pidana Mati. 

Tatacara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dilakukan Oleh Regu Tembak Diatur 
Dalam Pasal 12 Dan Pasal 13 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 
Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan 
Peradilan Umum Dan Militer. Pasal 12 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di 
Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Berbunyi: 

(1) Terpidana Dapat Menjalani Pidananya Secara Berdiri, Duduk Atau Berlutut; 

(2) Jika Dipandang Perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa Tersebut Dalam Pasal 4 Dapat 
Memerintah Supaya Terpidana Diikat Tangan Serta Kakinya Ataupun Diikatkan 
Kepada Sandaran Yang Khusus Dibuat Untuk Itu. 

Pasal 13 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang 
Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan 
Umum Dan Militer Berbunyi: 

(1) Setelah Terpidana Siap Di Tembak Di Mana Dia Akan Menjalankan Pidana 
Mati, Maka Regu Penembak Dengan Senjata Sudah Terisi Menuju Ke Tempat 
Yang Ditentukan Oleh Jaksa Tinggi/Jaksa Tersebut Dalam Pasal 4; 

(2) Jarak Antara Titik Di Mana Terpidana Berada Dan Tempat Regu Penembak 
Tidak Boleh Melebihi Sepuluh Meter Dan Tidak Boleh Kurang Dari Lima Meter. 

Setelah Persiapan Eksekusi Mati Maka Jaksa Tinggi/Jaksa Memerintah Untuk 
Memulai Pelaksanaan Pidana Mati Hal Tersebut Diatur Dalam Pasal 14 Penetapan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati 
Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Berbunyi: 

(1) Apabila Semua Persiapan Telah Selesai, Maka Jaksa Tinggi/Jaksa Tersebut 
Dalam Pasal 4 Memerintahkan Untuk Memulai Pelaksanaan Pidana Mati; 

(2) Dengan Segera Para Pengiring Terpidana Menjauhkan Diri Dari Terpidana; 

(3) Dengan Menggunakan Pedangnya Sebagai Isyarat, Komandan Regu Tembak 
Memberkan Perintah Supaya Bersiap, Kemudian Dengan Menggerakan 
Pedangnya Ke Atas Ia Memerintahkan Regunya Untuk Membidik Pada 
Jantung Terpidana Dan Dengan Menyentakkan Pedangnya Ke Bawah Secara 
Cepat, Dia Memberikan Perintah Untuk Menembak; 

(4) Apabila Setelah Penembakan Itu, Terpidana Masih Memperhatikan Tanda-
Tanda Bahwa Dia Belum Mati, Maka Komandan Regu Segera Memerintahkan 
Kepada Bintara Regu Penembak Untuk Melepaskan Tembakan Pengakhir 
Dengan Menekankan Ujung Laras Senjatanya Pada Kepala Terpidana Tepat Di 
Atas Telinganya. 

Hukuman Mati Merupakan Upaya Yang Dilakukan Oleh Hakim Untuk Membuat 
Pelaku Tindak Pidana Menjadi Jera Dan Upaya Yang Efektif Untuk Memberantas 
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Peredaran Narkotika Di Indonesia, Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub 
Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan: 

“Hukuman Mati Sebagai Upaya Penjeraan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Masih 
Diyakini Efektif Bagi Banyak Pihak, Hal Tersebut Diambil Dari Data Badan Narkotika 
Nasional (BNN), Ada 776 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan 
(Narkoba) Di Indonesia Sepanjang 2011. Jumlah Tersebut Turu 8,04% Dibandingkan 
Pada Tahun Sebelumnya Yang Sebanyak 833 Kasus. Sementara, Jumlah Tersangka 
Dalam Kasus Narkoba Sebanyak 1.184 Orang Sepanjang Tahun Lalu. Jumlah Itu Pun 
Turut Merosot 9,41% Dibanding Pada Tahun 2020 Yang Sebanyak 1.307 Orang”20. 

 

3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Telah Dieksekusi Mati Di Pengadilan Negeri 
Boyolali 

Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Sudah Menjalankan Eksekusi Hukuman Mati 
Yang Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, Bapak Wisnu Jati 
Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri 
Boyolali Beliau Mengemukakan. “Sebanyak 1 (Satu) Perkara Tindak Pidana Narkotika 
Yang Sudah Menjalankan Eksekusi Hukuman Mati. Di Pengadilan Negeri Boyolali 
Terpidana Tindak Pidana Narkotika Yang Di Vonis Hukuman Mati Hanya Terpidana TRAN 
THI BICH HANH Binti TRAN DINH”21. 

Tindak Pidana Narkotika Yang Di Vonis Hukuman Mati Dan Sudah Dilakukannya 
Eksekusi Hukum Pidana Mati Di Boyolali Hanya Terpidana TRAN THI BICH HANH Binti 
TRAN DINH Yang Dimana Putusan Hukuman Mati Dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 
Dilaksanakan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali.  

4. Lokasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati 

Lokasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Narkotika Tran Thi Bitch Hanh, Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub 
Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan 
“Eksekusi Pidana Mati Tran Thi Bitch Hanh Bertempat Di Markas Komando Brimob Dk. 
Gunung Kendil, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali”22. 

Mengenai Lokasi Pelaksanaan Pidana Mati Diatur Dalam Pasal 9 Penetapan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati 
Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer Berbunyi 
“Pidana Mati Dilaksanakan Tidak Di Muka Umum Dan Dengan Cara Sesederhana 
Mungkin, Kecuali Ditetapkan Lain Oleh Presiden”. Eksekusi Pidana Mati Tran Thi Bitch 
Hanh Bertempat Di Markas Komando Brimob Dk. Gunung Kendil, Desa Kragilan, 
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

Tidak Terdapat Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dilakukan 
Oleh Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Tindak Pidana 
Yang Lain, Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana 
Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan “Tidak Ada Perbedaan Dalam 

 
20  Ibid. 
21  Ibid. 
22  Ibid. 
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Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika 
Dengan Tindak Pidana Yang Lain”23. 

5. Permintaan Terakhir Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi Mati  

Permintaan Terakhir Dari Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tran Thi Bich Hanh Yang 
Dipenuhi Oleh Penuntut Umum, Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub 
Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan  

“Permintaan Terakhir Tran Thi Bich Hanh Sebelum Dilaksanakannya Eksekusi 
Hukuman Mati Yaitu Tran Thi Bitch Hanh Meminta Di Foto Dengan Pakaian Putih, 
Bertopi Putih, Dan Lalu Dikirimkan Ke Ayahnya Di Vietnam. Terpidana Mati Tran Thi 
Bich Hanh Sempat Meminta Jenazahnya Untuk Dikremasi, Kemudian Setelah Di 
Kremasi Abu Jenazahnya Dikuburkan Di Sebelah Makam Pendeta Ibu Luke”24. 

Permintaan Terpidana Mati Terkait Mengenakan Setelan Pakaian Warna Putih Ini 
Mencerminkan Sebagai Sesosok Wanita Pribumi Vietnam Yang Menampilkan Kecantikan 
Sejati Yang Dimilikinya.  

Permintaan Terakhir Terpidana Mati Sebelum Dilakukan Eksekusi Pidana Mati 
Apabila Sekiranya Bisa Dipenuhi Maka Jaksa Tinggi/Jaksa Akan Mengabulkan 
Permintaannya Dan Sebaliknya Jika Permintaan Dari Terpidana Mati Tidak Masuk Akal 
Maka Permintaan Tersebut Tidak Dilakukan Oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. 

6. Pemakamam Abu Jenazah Terpidana Mati Setelah Dieksekusi Mati 

Setelah Dieksekusi Di Boyolali, Pada 18 Januari 2015 Jenazah Terpidana Mati Tran 
Thi Bich Hanh Dibawa Ke Krematorium Kedungmundu, Semarang Untuk Dikremasi. 
Proses Kremasi Menghabiskan Waktu Kurang Lebih Dua Jam Menggunakan Tungku Dari 
Yayasan Pancaka. Terkait Dimana Abu Jenazah Tran Thi Bitch Hanh Dikuburkan, Bapak 
Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan 
Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan “Abu Jenazah Dikuburkan Di Dekat Makam 
Pendeta Ibu Luke (Guru Spiritual) Di Kompleks Pemakaman Kedungmundu Semarang”25. 

A. Faktor Penyebab Sulitnya Melaksanakan Eksekusi Hukuman Pidana Mati Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Narkotika 

Terdapat Beberapa Faktor Penyebab Sulitnya Melaksanakan Eksekusi Hukuman 
Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dialami Oleh Penuntut 
Umum Di Kejaksaan Negeri Boyolali, Hal Ini Disampaikan Oleh Bapak Wisnu Jati 
Dewangga, S.H Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri 
Boyolali Sebagai Berikut: 

1. Kendala Internal 

Terkait Kendala Internal Yang Dihadapi Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri 
Boyolali Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Mati, Bapak Wisnu Jati Dewangga 
Selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau 
Mengemukakan “Kendala Internal Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukum Mati Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tran Thi Bitch Hanh Terpaut Tenggang Waktu Yang 

 
23  Ibid. 
24  Ibid. 
25  Ibid. 
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Dirasa Cukup Lama, Putusan Tersebut Dapat Di Eksekusi Oleh Penuntut Umum Sejak 22 
November Sampai Dengan 30 Desember 2014”26. 

Penuntut Umum Baru Bisa Melaksanakan Putusan Hakim Pada Tanggal 22 
November Sampai Dengan 30 Desember 2014 Dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri 
Boyolali Pada Hari Kamis Tanggal 10 November 2011, Penasehat Hukum Terdakwa 
Melakukan Upaya Hukum Biasa Yakni Banding Dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa 
Tengah Pada Tanggal 26 Januari 2012, Penasehat Hukum Terdakwa Mengajukan Grasi 
Dan Ditolak, Dan Pada Akhirnya Terdakwa Beserta Penasehat Hukumnya Tidak 
Melakukan Upaya Hukum Lagi, Maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Memiliki 
Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Dan Penuntut Umum Baru Bisa Melaksanakan 
Putusan Tersebut. 

2. Kendala Eksternal 

Terkait Kendala Eksternal Yang Dihadapi Oleh Penuntut Umum Di Kejaksaan 
Negeri Boyolali Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Mati, Bapak Wisnu Jati 
Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri 
Boyolali Beliau Mengemukakan “Kendala Eksternal Dalam Melaksanakan Eksekusi 
Hukum Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tran Thi Bitch Hanh Terkait 
Perbedaan Penggunaan Bahasa. Penuntut Umum Dirasa Kesulitan Menyampaikan 
Pertanyaan Untuk Mengetahui Fakta Persidangan, Dalam Hal Ini Penuntut Umum 
Menghadirkan Juru Bicara Sebagai Penerjemah Kepada Terdakwa Tran Thi Bich Hanh”27. 

Penuntut Umum Tidak Dapat Melaksanakan Putusan Pengadilan Nomor: 
139/Pid.Sus/2011/PN.BI Jika Putusan Tersebut Belum Memperolah Kekuatan Hukum 
Tetap (Incraht), Bapak Wisnu Jati Dewangga Selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak 
Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali Beliau Mengemukakan “Tidak Bisa, 
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum 
Melaksanakan Penetapan Hakim Dan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh 
Kekuatan Hukum Tetap (Incraht)”.28 

Dikarenakan Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Biasa Yakni Banding Maka 
Penuntut Umum Tidak Dapat Langsung Melaksanakan Putusan Dari Hakim Tingkat 
Pertama. Putusan Hakim Tingkat Pertama Penuntut Umum Atau Tedakwa Berhak 
Mengajukan Banding Hal Tersebut Diatur Dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana Yang Berbunyi “Terdakwa Atau Penuntut Umum Berhak Untuk Meminta 
Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Kecuali Terhadap Putusan 
Bebas, Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Yang Menyangkut Masalah Kurang Tepatnya 
Penerapan Hukum Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Cepat”. Lama Nya Waktu Yang 
Diberikan Oleh Hakim Tingkat Pertama Untuk Terdakwa Atau Penuntut Umum 
Melakukan Upaya Hukum Biasa Yakni Banding Selama 14 Hari Dihitung Mulai Dari 
Putusan Itu Diberikan Dan Tidak Dihitung Saat Waktu Libur. Dikarenakan Terdakwa Tidak 
Melakukan Upaya Hukum Lagi Saat Putusan Banding Yakni Kasasi Maka Putusan Banding 
Tersebut Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Incraht), Oleh Karena Itu Penuntut Umum 

 
26  Ibid. 
27  Ibid. 
28  Ibid. 
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Dapat Melakukan Dan Melaksanakan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Sesuai Dengan 
Putusan Hakim Banding. 

 

PENUTUP   

SIMPULAN 

Dari Hasil Penelitian Yang Dilakukan Berdasarkan Peran Penuntut Umum Dalam 
Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN. BI), Penulis Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut: 

1. Kejaksaan Adalah Salah Satu Institusi Penegak Hukum Yang Diberikan Wewenang 
Melaksanakan Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dan Tugas-Tugas Lain Yang 
Telah Ditetapkan Oleh Undang-Undang. Penjelasan Mengenai Pasal 30 Ayat (1) Huruf B 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Pasal 
1 Angka 6 Huruf A KUHAP Yang Menentukan Bahwa Jaksa Adalah Pejabat Yang Diberi 
Wewenang Oleh Undang-Undang Untuk Bertindak Sebagai Penutut Umum Serta 
Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. 
Melaksanakan Putusan Pengadilan Termasuk Juga Melaksanakan Tugas Dan Wewenang 
Mengendalikan Pelaksanaan Pidana Mati. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam 
Pengendalian Pelaksanaan Pidana Mati Tentu Saja Tidak Terlepas Dengan Undang-
Undang Nomor 2/PNPS/1964 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 1969 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di 
Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh 
Pengadilan Dilakukan Dengan Ditembak Sampai Mati. Undang-Undang Mengatur 
Tentang Penerapan Pidana Mati, Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. Tindak Pidana Narkotika Yang Dijatuhi Hukuman Mati Atas Terdakwa Tranch 
Thi Bich Hanh. Kasus Ini Terkuak Pada Tahun 2011, Namun Putusan In Kracht Dikeluarkan 
Pada Tahun 2012 Oleh Pengadilan Tinggi Yang Berisi Terdakwa Harus Menjalani Pidana 
Mati. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Matinya Baru Dilaksanakan 22 November 2015 Atau 4 
(Empat) Tahun Seletah Putusan In Kracht Dijatuhkan. Dari Hasil Penelitian Yang Telah 
Penulis Lakukan, Penundaan Waktu Eksekusi Muncul Karena Terpidana Masih Diberikan 
Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum, Sehingga Hal Tersebut Menyebabkan Lamanya 
Putusan In Kracht. Pidana Mati Hanya Bisa Dilaksanakan Terhadap Tindak Pidana Yang 
Sudah Dijatuhi Putusan In Kracht Atau Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Yang Dilakukan 
Oleh Terpidana Dan Penasihat Hukumnya. Alasan Lain Terkait Penundaan Eksekusi 
Pidana Mati, Karena Adanya Kajian Komprehensif Oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 
Umum (Jampidum) Bersama Kepolisian, Kementrian Luar Negeri Dan Kementrian 
Hukum Dan HAM. 

2. Faktor Penyebab Sulitnya Dilaksanakan Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Narkotika Terbagi Menjadi 2 (Dua) Aspek, Antara Lain: 

a. Aspek Hambatan Internal, Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Eksekusi Pidana 
Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tran Thi Bitch Hanh Terpaut Tenggang 
Waktu Yang Dirasa Cukup Lama. Putusan Tersebut Dapat Di Eksekusi Oleh Penuntut 
Umum Sejak 22 November Sampai Dengan 30 Desember 2014. Penuntut Umum Baru 
Bisa Melaksanakan Putusan Hakim Pada Tanggal 22 November Sampai Dengan 30 
Desember 2014 Dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Pada Hari Kamis 
Tanggal 10 November 2021, Penasehat Hukum Terdakwa Melakukan Upaya Hukum 
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Biasa Yakni Banding Dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Pada Tanggal 26 
Januari 2012, Penasehat Hukum Terdakwa Mengajukan Grasi Dan Ditolak, Dan Pada 
Akhirnya Terdakwa Beserta Penasehat Hukumnya Tidak Melakukan Upaya Hukum 
Lagi, Maka Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap 
(Inkracht) Dan Penuntut Umum Baru Bisa Melaksanakan Putusan Tersebut.  

b. Aspek Hambatan Eksternal, Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Eksekusi Pidana 
Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Tran Thi Bitch Hanh Terkait Perbedaan 
Penggunaan Bahasa. Penuntut Umum Dirasa Kesulitan Menyampaikan Pertanyaan 
Untuk Merumuskan Fakta Persidangan, Dalam Hal Ini Penuntut Umum Menghadirkan 
Ahli Juru Bicara Sebagai Penerjemah Kepada Terdakwa Tran Thi Bich Hanh. 
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